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Menirnbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerab 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan 
dcngan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a. perlu rnenetapkan Peraturan Bupau tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi, Serta 
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka Timur. 

Mcngingat : l. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
[Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lernbaran Negara Republik !ndonesia Nomor 
540 l); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara [Lembaran Kcgara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 
2015 ten tang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. pcrumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, 

tanaman pangan, horukultura, pcrkebu nan, peternakan 
dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian; 

b. penyusunan programs penyuluhan pertanian; 
c. pengembangan prasarana pertanian; 

Pasal 7 

Dinas mernpunyai tugas melaksanakan urusan pernerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah clan tugas pembantuan di 
bidang pertanian. 

Pasal 6 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewcnangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekrctaris Dacrah. 

Bagian xesatu 
Kedudukan Organisasi 

Pa:;al 5 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, diklasifikasikan atas tipe A. 

(2) Pencntuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pernerintahan bidang Pertanian . 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan 
pernerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pcrundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 4 

. ,. 

Nomenklatur Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan 
pemerintah bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, adalah Dinas Pcrtanian. 

Bagian Kedua 
Norncnklatur Perangkat Daerah 

Pasal 3 
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Kepala Dinas mernpunyai tugas memimpin, membina, 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Dacrah dan tugas 
pernbantuan serta bcrtanggung jawab atas terlaksananya tugas 
dan fungsi Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal9 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 

( 1) Susunan Organisasi Din as, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas: 
b. Sekretariat; 
c. Bida.ng Prasarana dan Sarana; 
d. Bidang Tanaman Pangan; 
e. Bidang Holtikultura; 
f. Bidang Perkebunan: 
g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
h. Bidang Penyuluhan; 
1. Unit Pclaksana Teknis Dinas; 
J. KeJompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dala.m 
Lampiran Peraturan ini. 

Pasa.18 

d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan 
benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan 
ternak; 

e. pengawasan penggunaan sarana pertanian; 
f. pernbinaan produksi di bidang pertanian; 
g. pengcndalian clan penanggulangan ha.ma penyakit tanaman 

dan penyakit hewan; 
h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam; 
1. pcmbinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; 
J. pelaksanaan penyuluhan pertanian: 
k. pernberian izin usaha/rekomendasi tcknis pertanian: 
l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian: 
m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; 
n. perencanaan, pcngawasan dan pengcmbangan budidaya 

perikanan; 
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas da.n fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

- 4 - 



( l) Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 
rencana, program, dan anggaran serta pernantauan, 
evaluasi dan pelaporan pclaksanaan kegiatan di bidang 
pertanian. 

Pasal 13 

( 1) Sekertariat terdir: atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada sekertaris. 

Pasal 12 

sesuai rlengan tugas dan fungsinya. 

meliputi 
kerurnah 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelengga.rakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran 

di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta 
penyulu han pertanian; 

b. pemberian dukungan administrasi yang 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan 
dokumentasi; 

c. pcnataan organisasi dan tata laksana; 
d. pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang­ 

undangan: 
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Pasal 11 

( 1) Sekretariat mempunyai tugas pelayanan administrasi dan 
ketatausahaan yang rneliputi urusan keuangan, urusan 
umum dan perlengkapan, urusan kepegawaian serta 
mengkcordinasikan penyusuna.n program, evaluasi dan 
pelaporan dinas. 

(2j Sekretariat sebagimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

.. - 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekretariat 
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( 1) Biclang Prasarana dan Sarana, terdiri atas: 
a. Seksi Pengelolaan Lahan dan lrigasi; 
b. Seksi Pestisida dan Alar dan Mesia Pertanian; 
c. Seksi Pernbiayaan dan lnvestasi. 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 
14 ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggaraka.n 
fungsi : 
a. penyusuna.n kebijakan di bidang prasarana dan sarana 

pertanian; 
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian; 
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi 

pertanian; 
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan 

pupuk.pestisida, serta alat dan mesin pertanian; 
e. pembcrian bimbingan pembiayaan pertanian; 
f. pemberian fasilitasi investasi pertanian; 
g. pcrnantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana 

pertanian; 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kepala Dinas 

scsuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

( 1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas 
mclaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, 
pcrnberian birnbtngan teknis, serta pemantauan dan 
evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. 

(2) Bidang sebagai man a dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Prasarana dan Sarana 

(2) Sub Bagian Kcuangan dan Aset sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan urusan kcuangan dan 
pengelolaan barang milik negara. 

(3) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, rnempunyai 
tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, 
rumah tangga, kerja sarna, kehumasan dan protokoler serta 
ketatalaksanaan. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 
18 ayat ( 1), Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, 

pengolanan dan pcmasaran hasil di biclang tanaman pangan: 
b. penyusunan rcncana kebutuhan dan penvcdiaan benih di 

bidang tanarnan pangan; 
c. pengawasan mutu clan peredaran benih di bidang tanaman 

pangan; 
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di 

bidang tanaman pangan; 

Pasal 19 

(1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan 
pcnyusunan, pelaksanaan kebijakan, clan pemberian 
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
tanaman pangan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 1 ), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kcpada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Bidang Tanaman Pangan 

(I) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dirnaksud Pasal 16 
ayat (!), huruf a, mempunyai rnelaksanankan penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan tekuis, 
clan pernantauan serta cvaluasi di biclang pcngclolaan lahan 
cl an irigasi. 

(2) Scksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian 
sebagaimana dirnaksud Pasal 16 ayat ( 1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan pcnyiapan bahan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis, dan pernantauan serta evaluasi di bidang 
pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. 

(3) Seksi Pembiayaan dan Jnvestasi mernpunyai tugas 
sebagairnana dimaksud Pasal 16 ayat ( l) huruf c, 
rnelaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 
pelaksanaan kcbijakan, pelaksanaan dan pemberian 
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
pembiayaan clan investasi pertanian. 

Pasal 17 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepaia Bidang Prasarana dan Sarana. 
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( 1) Bidang Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan, pelaksa.naan kebijakan, dan pemberian 
bimbingan teknis. serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
hortikultura, 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Bida.ng Holtikultura 

( l) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas 
rnelaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 
pernantauan serta evaluasi di bidang produksi tanarnan 
pangan. 

(2) Seksi Pernbenihan dan Perlindungan Tanarnan Pangan 
sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, 
mernpunyai tugas Mclaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan dan pelaksanaa.n kebijakan, pemberian 
birnbingan teknis da.n pemantauan serta cvaluasi di bidang 
perbenihan dan perlindungan tanaman panga.n. 

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanarnan Pangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, 
mernpunyai tugas mclaksanakan pcnyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian 
bimbingan teknis scrta pemantauan dan evaluasi di bidang 
pengolahan da.n pernasaran hasil tanaman pangan. 

Pasal 21 

( 1) Bidang Tanaman Pangan, tcrdiri atas : 
a. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 
b. Seksi Pcmbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; 
c. Seksi Pengolahan dan Pernasaran Tanaman Pangan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan. 

f. 

g. 

,,. h. 
1. 

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan 
iklim di bidang tanaman pangan; 
pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan 
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan; 
pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang 
tanaman pangan; 
pernantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 20 
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( 1) Seksi Produksi Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan pcnyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pernberian bimbingan teknis dan pemantauan serta 
evaluasi di bidang produksi hortikultura. 

Pasal 25 

(1) Bidang Holtikultura, terdiri atas : 
a. Seksi Produksi Holtikultura; 
b. Seksi Pernbenihan dan Perlindungan Holtiku ltura; 
c. Seksi Pengolahan dan Pernasaran Holtikultura. 

(2) Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah clan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang holtikultura. 

Pasal 24 

pcnyakit, 
perubahan 

produksi, 
di bidang 

perbenihan, 
pernasaran hasil 

kebijakan 
pcngolahan dan pcrlind ungan, 

hortiku ltura; 
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di 

bidang hortikultura; 
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang 

hortikultura, 
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di 

bidang hortikultura; 
e. pengendalian dan penanggulangan hama 

penanggulangan bcncana alam, dan darnpak 
iklim di bidang hortikultura; 

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan 
pernasaran hasil di bidang hortikultura; 

g. pemberian izin usaha/ rekornendasi teknis di bi dang 
hortikultura; 

h. pernantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; 
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Oinas 

scsuai dengan tugas clan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1), Bidang Holtikultura menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyusunan 

Pasal23 

(2i Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kcpada Kepala Dinas. 
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Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1), Bidang Perkebunan rnenyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan kcbijakan di bidang perbenihan, produksi, 

perlindungan, pcngolahan clan pernasaran perkebunan; 
b. penyusunan rencana kebutuhan clan penycdiaan benih di 

bidang perkebunan; 
c. pengawasan mutu dan peredaran bcnih di bidang 

perkebunan; 
d. pemberian birnbingan pcnerapan pcningkatan produksi di 

bidang perkebunan; 
e. pcngendalian dan penanggulangan harna penyakit. 

penanggulangan bencana alam, dan darnpak perubahan 
iklirn di bidang perkebunan; 

f. penanggulangan gangguan u saha dan pcncegahan 
kebakaran di bidang perkebunan; 

g. pemberian bimbingan pascapanen, pcngolahan dan 
pemasaran hasil di bidang perkebunan; 

h. pernberian izm usaha/ rckornendasi teknis di bidang 
perkebunan: 

1. pernantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; 

Pasal 27 

Pasal 26 

Bagian Keenam 
Bidang Perkebunan 

(2) Seksi Pembenihan clan Perlindungan Holtikultura 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf b, 
mcmpunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
pcnyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pernberian 
bimbingan teknis clan pernantauan serta evaluasi di bidang 
pcrbenihan clan pcrlindungan hortikultura. 

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Holtikultura sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (1). huruf c, mcmpunyai 
tugas rnelaksanakan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan, pelaksanaan, clan pernberian birnbingan teknis 
serta pernantauan clan evaluasi di biclang pcngolahan clan 
pernasaran hasil hortiku ltura. 

.. - 

- lO - 

( l) Bidang Perkebunan mernpunyai tugas melaksanakan 
penyusunan kebijakan dan pernberian bimbingan teknis, 
serta pernantauan dan evaluasi di biclang perkebunan. 

(2) Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Biclang yang berada di bawah clan 
bertanggungjawab kepada Kcpala Dinas. 



( l) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kcbijakan 
dan pemberian bimbingan teknis, serta pernantauan dan 
evaluasi di bidang perternakan, kesehatan hewan dan 
perikanan, 

(2) Bidang sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Biclang yang berada di bawah clan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 30 

Bagian Ketujuh 
Bidang Peternakan dan Kcsehatan Hewan 

(1) Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 28 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan baha.n penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan 
pernberian bimbingan teknis serta pernantauan dan evaluasi 
di bidang procluksi perkebunan, 

(2) Seksi Pernbenihan dan Perlindungan Perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pernberian 
bimbingan teknis serta pernantauan dan evaluasi di bidang 
perbenihan dan perlindungan perkebunan, 

(3) Seksi Pengolahan dan Pernasaran Perkebunan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, 
pelaksanaan, dan pernberian bimbingan teknis serta 
pernantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan 
pernasaran perkcbunan. 

Pasal 29 

(1) Bidang Perkebunan, terdiri atas: 
a. Seksi Produksi Perkebunan; 
b. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkcbunan; 
c. Seksi Pengolahan dan Pernasaran Perkebunan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipirnpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bcrtanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perkebunan, 

Pasal 28 

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
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( 1) Bi clang Peternakan da.n Kesehatan Hewan, terdiri atas : 
a. Seksi Pernbibitan dan Produksi; 
b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 
c. Seksi Perikanan, Pengolahan clan Pemasaran Perikanan 

clan Peternakan. 
(2) Seksi sebagaimana climaksucl pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perternakan clan Kesehatan Hewan. 

Pasal 32 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, 

peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan, 
perlindungan serta pengolahan dan pernasaran hasil di 
bidang perternakan; 

b. pengelolaan sumber claya genetik hewan; 
c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit 

ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan 
ternak; 

d. pernbcrian bimbingan penerapan peningkatan produksi 
ternak; 

e. pengcnclalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan 
hewan; 

f. pengawasan obat hewan; 
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan 

procluk hewan; 
h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium clan jasa medik 

veteriner; 
1. penerapan dan pengawasan persyaratan tcknis kesehatan 

rnasyarakat veteriner clan kesejahteraan hewan; 
j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, 

kesehatan hewan clan kesehatan masyarakat veteriner serta 
perikanan; 

k. pembcrian bimbingan pascapancn, pengolahan dan 
pemasaran hasil di bidang perikanan clan peternakan; 

I. pernanrauan clan cvaluasi di bidang petcrnakan dan 
keschatan hewan; 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepaJa Dinas 
sesuai dengan tugas clan fungsinya. 

Pasal 31 

- 12 - 



Dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud daJam 
Pasal 3-1 ayat (1), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan 
Iungsi : 
a. penyusunan kcbijakan dan program penyuluhan pertanian: 
b. pelaksanaan pcnyuluhan pertanian dan pengembangan 

mekanisme, tata kerja, dan metode penyulu han pertanian; 
c. pcngumpulan, pengolahan, pengernasan, dan penyebaran 

materi penyuluhan bagi pelaku uiama dan pclaku usaha: 
d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan: 
e. pernberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan 

kelcrnbagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama clan 
pclaku usaha: 

Pasal35 

mclaksanakan 
pelaksanaan 

tu gas 
dan 

(I) Bidang Penyuluhan mernpunyai 
penyusunan kebijakan, program 
penyuluhan pertanian. 

(2) Bidang sebagaimana dirnaksud pada ayat {l). dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 34 

Bagian Kedelapan 
Bidang Pcnyuluhan 

( l) Seksi Pernbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas 
rnelaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, 
pelaksanaan, clan pernberian bimbingan teknis serta 
pcrnantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan 
produksi peternakan . 

(2) Seksi Kesehatan Hcwan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (lj huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian 
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
kcschatan hcwan dan Kesehatan Masyarakat Vcteriner. 

(3) Seksi Pcrikanan, Pengolahan dan Pernasaran Pcrikanan dan 
Peternakan sebagairnana dimaksud daJam Pasal 32 ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan banan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pernberian 
birnbingan teknis serta pernantauan dan evaluasi di bidang 
perikanan, pengolahan dan pernasaran hasil perikanan dan 
peternakan. 

Pasal 33 
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(1) Unit Pelaksana Teknis D.inas adalah unsur pelaksana teknis 
dinas secara opcrasional di Iapangan. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah clan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha 
dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada KepaJa Unit Pelaksana Teknis 
Dinas. 

Pasal 38 

Bagian Kesernbilan 
Unit Pelaksan Teknis 

( 1) Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertania.n sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bah an penyu sunan 
kebijakan, pelaksanaan dan pernberian bimbingan teknis 
serta pernantauan dan evaluasi di bidang kelcmbagaan 
penyuluhan pertanian. 

(2) Seksi Ketenagaan Penyu luhan Pertanian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan, pelaksanaan dan pernberian bimbingan teknis 
serta peman tau an dan evaluasi di bidang ketenagaan 
penyuluhan pertanian. 

(3) Seksi Metode dan Inforrnasi Penyuluh Pertanian 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, 
rnernpunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pernberian 
birnbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
metode dan informasi penyuluhan pertanian. 

PasaJ 37 

( 1) Bidang Penyuluhan, terdiri atas: 
a. Seksi Kelembagaan; 
b. Seksi Ketenagaan; 
c. Seksi Mctode dan Informasi. 

(2) Scksi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Penyuluhan 

Pasal 36 

f. peningkatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara, 
swadaya dan swasta; 

g. pemantauan dan evaluasi di bida.ng penyuluha.n pertanian; 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 

- 14 - 
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(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib rnenerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi clan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun an tar satuan organisasi 
dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan insta.nsi Iain 
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing­ 
masing. 

Pasal 42 

BAB V 
TAT/\ KERJA 

(l) Kelornpok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 terdiri dari sejurnlah Aparatur Sipil Negara dalarn 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai bidang kcahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud pada 
ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsiona1 senior yang 
ditunjuk oleh Bupati clan dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I) ditentukan berdasarkan kebutuhan clan beban kerja. 

(4) Jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) diatur sesuai peraturan pcrundang-undangan yang 
bcrlaku. 

Pasal 41 

Kelompok Jabatan Fungsional mcmpunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknts dinas sesuai bidang kcahliannya. 

Pasal40 

Bagian Kesepuluh 
Kelornpok Jabatan Fungsional 

Pada saat mulai berlakunya Peratura.n ini, UPTD Dinas 
Pertanian yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati, tetap 
rnelaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Dinas 
Pertanian yang baru diundangkan. 

Pasal 39 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi 
Tenggara. 

- 15 - 
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Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalarn rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala, 

Pasal 48 

Dalam rnenyampaikan laporan, ternbusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 47 

Setiap laporan yang diterirna oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah clan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan Iebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 46 

Sekretarts, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab 
pada aiasannya rnasing-rnasing clan rnenyampaikan laporan 
berkala tepat pa.da waktunya. 

Pasal 45 

Pasal 44 

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-rnasing dan bila t.erjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-Iangkah yang dipcrlukan sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal43 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan 
Kcpala Bidang rncnerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi 
lain nya sesuai dcngan tugas pokok masing-masing. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah 
Dacrah wajib mclaksanakan pengawasan melckat. 

- 16 - 
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(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usu! Sekretans Daerah. 

(3) Kepala Dinas rnerupakan jabatan eselon llb atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan 
administrator. 

(5) Kcpala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon lllb 
atau jabatan administrator. 

(6) Kcpala Sub Bagian dan Kepala Seksi Iingkup Dinas 
rnerupakan jabatan eselon !Va atau jabatan pengawas. 

(7) Kepala Seksi rnerupakan jabatan !Va atau jabatan 
pengawas. 

[8) Pejabat eselon !JI atau jabatan administrator dan Pejabat 
eselon TV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usu! Kepala 
Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

(9) Forrnasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang 
ditetapkan oleh Pcmerintah. 

Pasal 51 

BAB VJ 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASJ DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna 
rnasing-masing pejabat dala.m lingkungan Pemerintah Daerah 
dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat 
dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

PasaJ 50 

(1) Dalarn hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris 
melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan 
perunda.ng-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hat Sckrctaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala 
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang mernbidangi 
tugas instansi tersebut untuk mewaklh Kepala Dinas. 

Pasal 49 
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SH. LLM 
Pembina, Gol. lV /a 

1 98003 l 7 200003 1 00 1 

Salinan sesuai dcngan aslinya 
KEP ,A BAGIAN HUKUM, --. ..... _ 

BER[TA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 58 

SAMSUL BAHRI MADJID 

ttd 

Pih. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Desember 20 I 6 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desernber 2016 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggaJ di undangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52 
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SURY.i\ !!ATTA AMRA .. 
Pembina, Go!. JV /a 

19800317 200003 l 001 

TONY HERBIANSYAH Salinan sesuai dcngan aslinya 
KE:P I A lclAGIA:--J liUI<UM, 

. - ..... --.... 

ttd 

BUPATJ KOLAK/\ TIMUR 

~PALADINAS 

I • 
KELOMPOK JABATAN SEKRET ARIA T 

FUNGSIONAL 
I 

J I I 
SU SAG. SUBAG. SU BAG. 

PERENCANAAN & KEUANGAN& UMUM8 
EVAlUASI ASET KEPEGAWAIAN 

I I I 610.o.t~G BIOAtlG S!OAN(; 610ANG SIDA NG Bl DANG 
PRA.S . .<8ANA & TANAMAN HOL TIKULTURA PERKE8UNAN PETERNAKAN PENYULUH,\N SA RANA PANG.4N 

DAN KESEHATAN 
HEWAN 

I I I I I 
SCKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

~ LAr'AN & ~ PRODUKSI PRODUKSI PRODUKSI PEMBIBITAN & KELEMBAGAAN IR1GA$i TAN,3i,1\i1AN ~ 
HOL TIKUL TURA PERKESUNAN P~:)OUKSf PA NGA~, 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

... PESTISIOAl PEM8ENIHAN & PEM8ENIH.~N & PEMBENIHAN & KESEHATAN KETENAGAAN AlSISTAN ~ PE.RUNDUNGAN ~ 
PERLINOVNGAN PERllNDUNGAN HEWAN DAN TAN.A.MAN r'OL T!KUl TURA PERKEBUNAN KES,\'.AVET PANG.4N 

SF.l<SI SEKSI Sf.KSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PERIKANAN, PE1\1:Bfl,YAAN 8 PENGOLAHAN 8 PENGOLAHMl & PENGOLAHAN s PENGOLAHAN s METODE $ .. INVESTASI - PEMASARAN ~ PEMASARAN PEMASAFMN PE MA SARAN INFORMASI TANAMAN HOL TIKUL TURA PERKEBUNAN PERIKANAN& 

PANGAN PETER NA KAN 

UPTD 

BAGAN STRUKTUR ORGJ\NlSASl 
DINAS PERTANIAN 

KABLJPATEN KOL/\KA TIMUR 

: PERATURAN BUPAT! l<AuUPATEN KOLAKA TIMUR 
58 TAHUN 2015 

· KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASi, TUGAS DAX 
FUNGSI, s~:RrA TA1'A KERJA DINAS PERTANIAN 
l<ABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

LAM?!RAN 
NOMOR 
TENTANG I 




